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Regardiess of the relationship with business, & coniract is needed by individuals living in ihe communi-
tes. A confract s urgent since it regulates the interests of the communities so they are harmonically
integrated, These are specified in the contents of a coniract. The interest of each party may not be
stated fresly; therefore, several conditions are crealed io keep it in line with the moral values in the
comimunities, Ethics values, very important fo be followed, are crystallized to rorm legal norms. 77'7@5@
aspect, along with ethics values and legal norms, plays an important ro!e as the goal of canffacf for each
party is to obiain profits and efficiency.

Key ~ words: contract, ethics valus, economiic aspect

Kentrak merupakan kebutuhan individu dalam komunitas hidup bermasyarakat, baik berkaitan dengan
bisnis atau tidak. Kontrak memilild urgensi agar kepentingan-kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat
dapat terpadu secara harmonis. Wujudnya berupa mengakomodasikan kepentingan tersebut dalam isi
kontrak. Menuangkan kehendak para pihak tidak dapat dilakukan secara bebas, tetapi terdapat
pembatasannya yaitu tidak diperkenankan menyimpang dari nilai-nilai moral yang hidup dan berkembang
dalam masyarakat, Nifai-nilai etika harus dijunjung tinggi, sehingga dalam sistem hukum kontrak dikenal
asas-asas hukum kontrak yang melandasinya dan merupakan kristalisasi dari nilai-nitai etika yang
dikonkritkan dalam norma hukum. Selain ketentuan normatif dan nilai-nilai etika yang harus dijunjung
tinggl, aspek ekonomis sangat kental dirasakan dalam sebuah kontrak yang bersifat bisnis, karena tujuan
para pihak mewujudkan kontrak adalah efisiensi dan mencapai keuntungan.

Hata kunci: kontrak, nilai-nila etika, aspek ekonomi

L PENDAHULLIAN baik sebagat manusia individual maupun sebagai

Setiap manusia terdapat naluri salf mahiuk hidup. Naluri seff preservasi dalam
praservas], yaitu naluri untuk mempertahankan kenyataan kehidupan sehari-hari selalu ber-
eksistensinya atau kehadiran manusia di dunia, hadapan dengan atau dihadapkan pada berbagai
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Regard/ess of the re/affonsﬁw szﬁ busmess a conz‘racf is nesde?d by individuals //wng n fhe communi-
ties. A contract is urgent since it regulates the interests of the communities so they are harmonically
integrated, These are specified in the conlents of a coniract, The interest of each party may noi be
stated frealy; therefore, several conditions are crested to keap it in line with the moral values in the
communities. Ethics values, very important to be folfowed, are crystallized to form legal norms. Thess
are known as the foundations of contract law in & contract legal system. In & business contract, economic
aspact, along with ethics values and legal rorms, plays an /mpaffam’“ role as fﬁe goa/ of Contraa‘ for each
party s to obtain profits and efficiency.

Key - words: contract, ethics value, economic aspect

Kontrak merupakan kebutuhan individu dalam komunitas hidup bermasyarakat, baik berkaitan dengan
bisnis atau tidak. Kontrak mermniliki urgensi agar kepentingan-kepentingan dalarn kehidupan bermasyarakat
dapat terpadu secara harmonis. Wujudnya berupa mengakomodasikan kenentingan tersebut dalam isi
kontrak. Menuangkan kehendak para pihak tidak dapat dilakukan secara bebas, tetapi terdapat
pembatasannya vaitu tidak diperkenankan menyimpang dari nilai-nilai moral yang hidup dan berkembang
dalam masyarakat. Nilai-nifai etika harus dijunjung tinggi, sehingga dalam sistem hukum kontrak dikenal
asas-asas hukum kontrak yang melandasinya dan merupakan kristalisasi dari nilai-nilai etika yang
dikonkritkan datam norma hukum. Selain ketentuan normatif dan nilai-nilai etika yang harus dijunjung
tinggi, aspek ekonomis sangat kental dirasakan dalam sebuah kontrak yang bersifat bisnis, karena tujuan
para pihak mewujudkan kontrak adalah efisiensi dan mencapai keuntungan.

Hata kunci: konirak, nilai-nila etika, aspek ekonomi

L PENDAHULUARN baik sebagai manusia individual maupun sebagai

Setiap manusia terdapat nalurl seff mahiuk hidup. Nalurt seff preservasi dalam
preservasy, yaitu naluri untuk mempertahankan kenyataan kehidupan sehari-hari selalu ber-
eksistensinya atau kehadiran manusia di dunia, hadapan dengan atau dihadapkan pada berbagai
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o '-'_'melakukan

S bahaya yang mengancam eksmtens: manusna
. _.Ka rena dl__daiam dm nya terda pai: na!unseff
- pmservasr a_'set[ap manus:a akan terdoreng-

'Segaia sesuaLu yang dsperlukan oieh manusua
untuk mempertahankan eksnstensmya dssebuu
“kebutuhan atau kepentingan. .~ :
Kepentingan- kepentmgan ini merupakan
kepentmgan pnbach dan: kepentmgan antar
pribadi. Kepentmgawkepentmgan pribadi dapat
diupayakan pemenuhannya masing-masingianpa
saling bertemu ataupun berbenturan namun
kadang-kadang kepentingan antara pnbad i dapat
berternu dan berbenturan satu sama lain.? -

. Mengmgatakan banyaknya kepentingan,
terlebih kepen‘tmgan antara pribadi - tidak
mustahil terjadl konflik antara sesama manusia,
dikarenakan kepentingannya saling bertentangan.
Konflik kepentingan ini terjadi apabila dalam
melaksanakan kepentingannya merugikan
kepentingan orang lain. Agar kepentingannya
tidak terganggu dan merasa aman untuk
memenuhi kepentingan-kepentingannya, maka
setiap bentuk gangguan terhadap kepentingan
harus dicegah karena akan mengganggu
keseimbangan tatanan masyarakat. Manusia
selalu berusaha agar tatanan masyarakat dalam
keadaan seimbang, karena tatanan yang
seimbang menciptakan suasana tertib, damai dan

Anan, MEDRO MArnakan s

hidupnya.?

Salah satu upaya manusia dalam meng-
akomodasikan kepentingan dan menjaga agar
kepentingan tersebut dapat berjalan dengan

; 'rbag_a; usaha untuk menghmdan e
atau melawan dan mengatasi bahaya—bahaya feu,

--SEImbang diwuwdkan berupa kontrak Kontrak -
. _-_fharus mempertimbangkan berbagal aspekdaiam
- komunitas masyarakat, baik dalam. 'perspektif €

: hukum, etika dan juga ekonomi. S

Upaya manusna untuk memenuhl berbaga; B

' kepent;ngan, saiah satu wu;udnya berupa

kontrak Mendasan urgensz kontrak, periu untuk
mengkaji perkembangan hukum:kentrak vang
terjadi sepanjang abad 19 di Amerika Serikat
dan Inggris. Perkembangan yang terjadf
dikarekan dua sebab?, yaitu:

“Pertama, pengembangan prinsip kontrak
secara luas telah mengambil tempat selama
periode: tersebut; dan -kedua, pandangan
ekonomi pada periode tersebut telah meng-
angkat kontrak pada suatu posisi yang memiliki
arti penting dalam hukum.

++ Salah satu teori dari hukum kontrak kiasik
adalah teori kehendak. Menurut teori kehendak
bahwa suatu kontrak menghadirkan suatu
ungkapan kehendak di antara para pihak, yang
harus dihormati dan dipaksakan oleh pengadilan.
Dalam teori kehendak terdapat asumsi bahwa
suatu kontrak melibatkan kewajiban yang
dibepankan terhadap para pihak. Teori Kehendak
telah dihubungkan dengan pandangan ekonomi,
politis dan filosofis dan Ideologinya bersumber
pada pandangan liberal “ laisser faire’,

Gr. Van der Burght*mengemukakan selain
teon kehendak sebagaf teori klasik yang tetap

dineriahankan terdopat-beberapateotilainnya

vang dlp@rgunakaﬂ untuk timbulnya suatu

kesepakatan, vaitu:

a. Ajaran Kehendak (wilsizer), di mana ajaran
int mengutarakan bahwa faktor yang

Kontrak Dalam Perspektif Multi Disipliner (lofannes forahin)

109




' "_'-;-'_:3-'menentukan terbentuk- tadaknya suatu per-
i etu;uan adalah suara batin yang-ada dalam
s ehendak subjektlf para calon kontraktan

o - §3 '.Pandangan Normatif Van Dunne, dafam agaran

-_-_---f;.m: kehenciak sedn(tpun tidak memamkan

i peranan; apakah suatu persetujuan telah

ternentuk pada hakekatnya tergantung pada
i }'suatu penafslran normatif-para pihak pada
. persetujuan.ini tentang keadaan dan perlstlwa
~.yang dihadapi bersama; :
¢. Ajaran Kepercayaan { Vetrouwensleer), dalam
- ajaran ini mengandalkan kepercayaan yang
dibangkitkan oleh pihak lawan, bahwa ia
-.sepakat dan oleh karena itu tefah memenuhi
persyaratan tanda persetujuannya bagi
“ferbentuknya suatu persetujuarn.

© Para pihak dalam suatu kontrak memiliki
hak untuk memenuhi kepentingan pribadinya
hingga melahirkan suatu perikatan. Pertim-
bangannya bahwa individu harus memiliki
kebebasan dalam setiap penawaran dan
mempertimbangkan kemanfaatannya bagi
dirinya. Pengadilan harus memberikan ke-
mudahan terhadap individu atas setiap pe-
nawaran untuk membuat kontrak.
Gagasan ini dikemukan oleh Sir George
Jessel MRS :
* Jika ciperiukan satu atau lebih dari kebijakan
publik untuk pemahaman bagi pinak-pihak,

“Hubungan kontraktual datam hukum adalah

“suatu. pandangan di datamn suatu sistemn yang . - s

. -.dungmkan oleh hukum sehmgga kewa_]zban—. : | 8

: '--Rewajnban :akan -bangkit berdasarkan ke-
-~hendak dari individu secara _bebas fanpa '

~adanya pengekangan. Hal yang terbaik bahwa
peran pemerintah adaizh seminimal mungkin®

i PEMB&&%@N -
A, Kontralk dajam Perspa%ﬁ:uf Yus-adus
Perjanjian dalarn KUHPerdata diatur datlam
buku III tentang Perikatan , bab kedua, bagian
ke satu sampai dengan bagian ke empat.
Pasal 1313 KUHPerdata?, memberikan rumusan
tentang “perjaniian” sebagai berikut:
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan
dengan mana satu orang atau lebih meng-
ikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau
tebin®

Pengertian perianjian vang dikemukakan
oleh pakar dan referensi lainnya dicantumkan di
bawah Ini:
Subekti®, mengatakan:
“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di
mana seorang berjanji kepada seorang lain
gtau di mana dua orang itu saling berjanji
untuk melaksanakan sesuaty hal”

Sedangkan Black's Law Dictionary®

)3 5 g ) = g | on e E] i 1
[N TR LRy Hiﬁ.—iigir\uhﬁuﬂ Hediedl T IRl RAATTRE L
secara bebas dan sukarvela akan dikuatkan
oleh pangadilan”

Pendapat dari Morris Cohen®;

merumuskan T agc:tém: GO T I Aty
“A coming together of minds; a coming to-
gether in opinion or determination; the com-
ing together in accord of two minds on a given
proposition. The unicn of two or more minds

1919 GLORIA JURIS, Volume 6, Nomor 2, Mei - Agustus 2006: 108 - 119




' -}'_kebutuhan atau kepentmgan

L Kepentmgan kepentmgaﬁ ini merupakan_
"-.kepentingan pl‘ibadl dan. kepentmgan antar

L pnbadi Kepentmgan kepentmgan pnbad[ dapat
'_'dlupayakan pemenuhannya masmg-masmg tanpa
'sanng bertemu ataupun berbenturan namun
'kadang kadang kepentmgan antara pribadi dapat
bertemu dan berbenturan satu sama fain.t "
Mengmgat akan banyaknya kepentmgan,
terleblh kepentlngan antara pribadi tidak
mustahil teljadl konflik antara sesama manusaa,
dikarenakan kepentingannya saling bertentangan.
Konflik kepentingan ini terjadi apabila dalam
melaksanakan kepentingannya merugikan
kepentingan orang lain. Agar kepentingannya
tidak terganggu dan merasa aman untuk
memenuhi kepentingan-kepentingannya, maka
setiap bentuk gangguan terhadap kepentingan
harus dicegah karena akan mengganggu
keseimbangan tatanan masyarakat. Manusia
selalu berusaha agar tatanan masyarakat dalam
keadaan seimbang, karena tatanan yang
senmbang menc:pi.akan suasana tertib, damai dan

hsdupnya 2

Salah satu upaya manusia dalam meng-
akomodasikan kepentingan dan menjaga agar
kepentingan tersebut dapat berjalan dengan

- hukum, etika danj guga ekoncm: R
ff*?Upaya manusia untuk memenuh[ berbagal'
"_kepentmgan, salah satu wu;udnya berupa "
- kontrak. Mendasanurgensn kontrarc, perlu untuic
'_'mengkagt perkembangan hukum kontrak yang -
ter;ads sepanjang abad 19 d: Amerika Serikat_ R
- dan Inggris. Perkembangan yang terjad;_ '

'_"selmbang dswu;udkan berupa kcntrak Kcntrak'.}
. harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam
- 12k % “komunitas masyarakat, baik dalam’ perspekt:f R
s _-:'mefakukan erbaga: usaha untuk menghzndanj.'_ : e
" ataumelawan dan mengatasz bahaya-bahaya it
N "f"_Segala sesuatu yang diperiukan oleh manusia
- untuk mempertal*ankan eksustensmya disebut

d:karekan dua sebab3, yaltu
Pen‘ama, pengembangan prinsip kontrak
_secara luas telah mengambil tempat selama

periode. tersebut; dan kedus, pandangan -

ekoromi pada .fp_er_iod;e_ ‘tersebut telah meng-
angkat kontrak pada suatu posisi yang memiliki
arti penting dalam hukum.

- Salah satu teori dari hukum kontrak klasik
adalah teori kehendak. Menurut teori kehendak
bahwa suatu kontrak menghadirkan suatu
ungkapan kehendak di antara para pihak, yang
harus dihormati dan dipaksakan oleh pengadilan.
Dalam teori kehendak terdapat asumsi bahwa
suatu kontrak melibatkan kewajiban yang
dibebankan terhadap para pihak. Teori Kehendak
telah dihubungkan dengan pandangan ekonomi,
politis dan filosofis dan Ideologinya bersumber
pada pandangan liberal “falssaz faire,

Gr. Van der Burght* mengemukakan selain
feori kehendak sebagal teori klasik yang tetap

dinertshankan.tordans ey iy

vang dlpergunakan untuk tim’ouinya suaty

kesepakatan, yaitu:

a. Ajaran Kehendak (wifsleer), di mana ajaran
ini mengutarakan bahwa faktor yang

Kontrak Dalam Perspektif Muiti Disipliner (ohannes forahim)
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-_:_--ﬁ--_menentukan t@rbentuk—tidaknya suatu per-

: s.kehendak subjektlf para caion kontraktan

b ;'Pandangan Normatif Van Dunne, da!am aJaran--_- -
S kehendak- sedmtpun tidak memainkan
'peranan, apakah suai:u persetu;uan telah:
e :-terbentuk pada hakekatnya tergantung pada
'_;'suatu penafs;ran normatif para, pihak pada

.ﬁ_._'_-:ipersptuwan ini tentang keadaan dan perastiwa
.'-"yang dihadapi bersama;. St
c. Ajaran Kepercayaan ( Vefmuwens/efer), dalam
e aja_ran_lm mengandalkan kepercayaan yang
- --dibangkitkan -oleh:pihak lawan, bahwa ia
- sepakat dan oleh karena itu telah memenuhi

persyaratan tanda persetujuannya bagl'

-terbentuknya suaty peraetujuan

. Para phhak dalam suatu kontrak memiliki
hak -untuk memenuhi kepentingan pribadinya
hingga melahirkan suatu perikatan. Pertim-
bangannya bahwa individu harus memiliki
kebebasan dalam setiap penawaran dan
mempertimbangkan kemanfaatannya bagi
dirinya. Pengaditan harus memberikan ke-
mudahan terhadap individu atas setiap pe-
nawaran untuk membuat kontrak.
Gagasan ini dikemukan oleh Sir George
Jessei MR ;
™ Jika diperiukan satu atau lebih dari kebijakan
-publrk uniuk pemahaman bagn pahak—pxhak
sacara bebas dan sukarela akan dikuatkan
olsh pengadilan”

Pendapat dari Morris Cohen®:

setujuan adalah suara batin yang ada dalam_ o

'_ “*Hubungan kontrakiual dalam hukum adaiah. L

suaty. panciangan di daiarn suatu sistemyang -

. diinginkan oleh hukum sehingga kewajiban- =
© kewajiban akan bangkit berdasarkan ke-
" hendak dari individu secara’ bebas tanpa"'i--" '

5 -_adanya p@ngekangan Haiyang terba:k bahwa
«peran pemerintah adalan seminimal m;ungkin’_f X

IL @EM%@%@SAN S
A Hontrak dalam Per‘spﬁ%ﬁﬁ Yuridis
- Perjanjian dalam KUHPerdata diatur dalam
buku III tentang Perikatan ; bab kedua, bagian
ke satu sampai dengan bagian ke empat. -
Pasal 1313 KUHPerdata’, memberikan rumusan
tentang "perjanjian” sebaaai berikut; -
"Suztu perjanjian adalah suatu. perbuatan
dengan mana satu orang atau lebih meng-
ikatkan dirinya terhadap satu orang lam atau
lebih” -

Pengertian perjanjian vang dikemukakan

oleh pakar dan referensi lainnya dicantumkan di
bawah ini: ‘ V-/
Subeki®, mengatakan:

“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di

mana seorang berjanji kepada seorang lain

atau di mana dua orang itu saling berjanji

unitk melaksanakan sesuatu hal”

Sedangkan B!ack‘s Law Di(:%:im'u':n'yg

“A coming together of minds; a coming to-
gether in opinion or determination; the com-
ing together in accora of two minds on a given
nroposition. The union of two or more minds
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i at i:hing done or te be dnne, a__'mutuai as~ o

a _' "Suatu kontrak atau penanjtan denga_n L

ttai eiemen’t of a contract
Petganjian menurut ssstem cammon !aw :
dlpahamz sebagat suatu per}umpaan naiar yang .
Ieb;h merupakan penumpaan pendapat atau_' '
ketetapan maksud Perjanglan adalah per-
jumpaan dari dua atau !ebih nalar tentang
sesuatu hal yang telah d:!akukan atau yang akan
dilakukan.! . T : ST
Sedangkan kontrak11 yang berasai dan
bahasa Inggrls con_tracf’ﬂ_ __beijma_kna sebaga;
berikut: R ' i
AR agreement between two or more persons
.- which cre_ates an obligation to door not to do
- particu'iér thing. Its essentials are compe-
- tent parties, subject matter, a legal consider-
-ation, mutuality agreement, an mutuality of
obligation... writing which contains the agree-
ment of parties, with the terms and condi-
tions, and which serves as a proof of the ob-
ligation”,

Dengan demikian kontrak adalah suatu
perjanjian (tertulis) di antara dua atau lebih or-
ang {pihak) yang menciptakan hak dan kewajiban
untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu
hal khusus.

_' -_-_'timbangan hukum perjanj;an tzmbai bahk serta_-' L
o _ hak dan kewaj:ban tlmba! ba&k Cll’i kontrakyang )

.utama bahwa kontrak merupakan suatu tul;san o
yang memuat ]ai’l}l dari - para. plhak secara

: _Eengkap dengan ketentuan ketentuan dara

-_-.persyaratan persyaratan serta berfun951 sebagaz_ o
alat bukii tentang adanya seperangkai: kewayban o

Unsur—unsur kontrak sepert( dtr:na tersebut

dengan demlkzan ‘secara, tegas membedakan

kontrak dari suatu pernyataan sep:hak_ ¢
-Parapihak. melakukan kontrek dengan

beberapa kehendak®, yaitu:

a. Kebutuhan terhadap janji atau Jan;h]an}:

b, Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji
di antara dua atau lebih piha_k dalam suatu
perjanjian; ©.

¢, Kebutuhan terhadap Janmang: vang
“dirumuskan dalam bentuk kewaiiban; dan

d. Kebutuhan. terhadap kewajaban bagi
penegakan hukum

Menurut P.S. Atiyah_i.f' kontrak memiliki tiga
tujuan yaitu: partama, janji yang telah diberikan
harus dilaksanakan dan memberikan per-
lindungan terhadap suatu harapan yang pantas;
kedua, agar tidak terjadi suatu penambahan
kekayaan vang tidak halal; ke #Hga, agar

Istilah “kontrak™ atau “perjanjian” dalam
sistern hukum nasional memiliki pengertian vang
ma, sepert halnya di Belanda tidak dibedakan
antara pengeriian “coniract” dan “overeen-
komst.

dihihdarinya suatu keruglan.

Kontrak atau perjanjian merupakan salah
saty dari dua dasar hukum yang ade selaip dard
undang-undang vang dapat menimbuikan
perikatan, Perikatan adalah suatu keadaan hukum

Kontrak Dalam Perspelktif Multi Disipliner (fohannes forahim)
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| 'yang meng:kat saLu atau Iebah subjek hukum

msainya kewajlban ayah untuk me-”" '

g _"'nafkaht aha%c dan |stermya -

& %ieabsahan Kﬁm’mk daﬂam
Parspe%mf %-éuﬁmm gy .
Syarai: sahnya stiatu per_;anjlan secara
urmum diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata',
s.erdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi
untuk sahnya perjan];an Syarat-syara’c tersebut
adalah : : S
a. 'Sepakat mereka yang menglkatkan
dirinya; Tl
b." " Kecakapan untuk membuat suatu per-
:"]aﬂjlaﬂ, :
¢ Suatuhal terténtu ;
d. Suatu sebab yang halal.

“Syarat pertama dan kedua di atas
dinamakan syarat-syarat subjektif, apabila salah
satu dari kedua syarat tersebut tidak dapat
dipenuhi akan mengakibatkan perjanjian tersebut
dapat dibatalkan. Sedangkan untuk syarat ketiga
dan kéempat merupakan syarat-syarat objektif,
vakni jika salah satu dari kedua syarat tidak dapat
dipenuhi maka perjanjian menjadi batal demi
hukum.

Jika syarat-syarat sahnya perjanjian

| (1) Kt.li*ﬁ?erdata18 menegaskan"‘Semua per- " -
_ _setujuan yang d:buatsecarasah berlakusebagai_:-'_'_: S
-'_'undang undang bagi merekayang membuatnya” - o
. ‘Berdasarkan ‘hal di ‘atas, ketentuan-'* &
- -ketentuan dalam buku I KUHPerdata menganut

sistem terbuka, artinya memberikan kebzbasan
kepada para pihak (dalam hal menentukan isi,
bentuk serta‘macam perjanjian) uniuk meng-
adakan perjanjian akan tetapiisinya selain tidak
bertentangan dengan perundang-undangan,
kesusilaan dan ketertiban umum, juga harus
memenuhi syarat sahnya perjanjian.

Ketentuan vang terdapat dalam hukum
perjanjian merupakan kaidah hukum mengatui®,
artinya kaidah-kaidah hukum vang dailam
kenyataannya dapat dikesampingkan oleh para
pihak dengan membuat ketentuan-ketentuan
atau aturan-aturan khusus di dalam perjanjian
yang mereka adakan sendiri. Kaidah-kaidah
hukum semacam ini baru akan berlaku {dan
karena itu jadi memaksa) dalam hal para pihak
tidak menetapkan peraturan-peraturan sendiri di
dalam perjaniian yang mereka adakan. Kaidah-
kaidan hukum semacam ini ada yang menamakan
dengan istilah hulwm pelengkap atau hukum
penambah (Copfional law/ atau “asnvuiien-
drecht”). Hal ini ditegaskan pula oleh Subekii,
bahwa pasal-pasal tersebut boleh disingkirkan
manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang
membuat suatu perjanjian.®

sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH
perdata telah dipenuhi, maka berdasarkan pasal
1338 KUHPerdata, perjanjian telah mempunyai
kekuatan nukum yang sama dengan kekuatan
suatu undang-undang. Ketentuan pasal 1338 ayat

C. Premis-Premis Yontrak dalam

Pergpekdif Etila

Kontrak merupakan pernyataan beranii
dan karenanya lanii itu harus dipenuhi, karena
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o -tersebut G
Janji dalam hukum adaiah kesanggupan'_ '
yang sama halnya dengan undang undang Jargl :

| L merupakan mstrumen mora! dan etlka yang teiah .
T dzrumuskan dan mendapatkan kepastlan hukum

8 bagl para. plhak yang tenkat’d

_terhadap kata yang diucapkan send:rl ‘adalah

menglkat dan ketenkatan pacfa sebuah kontrak'

terkandung dalam Jang atau kesanggupan yang
dibenkan oleh para p:hak yang satu terhadap
yang iain. Jangl secara populer dapat dzkatakan
adaiah hutang dan norma-norma morat serta
etika mengatakan bahwa hutang harus chbayar
(11hat lebih lanjut ungkapan pacta suntservanda,
di mana semua persetujuan yang dibuat oleh
manusia-manusia ‘secara timbal balik pada
hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika
perlu dapat dipaksakan,'séhingga secara hukum
mengikat). Persepsi demikian sangat mendasar
sifatnya dalam’ penyeienggaraan berbagai
kegiatan bisnis. '

- 'Suatu kontrak didasarkan pada beberapa
premis.2 Periama, seseorang yang mengadakan
kontrak dengan crang atau pihak lain hanya
mempunyai validitas jika ke dua belah pihak
mampu secara sadar bertindak secara bertang-
gungjawab dan bebas mengambil langkah-
langkah vang dianggap tepat. Premis ini
mempertanyakan siapa yang membuat janji dan
kepada siapa janii itu dibuat. Ke dua belah pihak

:hams mampu mempertanggungjawabkan_-_
- -_tmdakannya tersebut Tegasnya, pihak vang -
Vi :menglkats:an dm dalam suatu kontrak harus';“f_ i
B bersikap. dewasa, b

mempunyau kebebasan unfuk bertindak.. ...
i(edua yka orang teiah dewasa cian.

mempunya: rasa tanggungjawab serta memthkl L

kebebasan bemndak yang bersangkutan harus _

meiihat d;n sendtn sebagal orang yang taat . '

kepada norma—noma moral dan etika, Orang fain
pun, terutama p:hak dengan siapa. ia melakukan
kontrak, mel:hatnya dengan persepsn vang
serupa. Implikasi moral dan etka premis ini
menunjukkan bahwa seseorang yang meng-
adakan kontrak harus memiliki keseimbangan
dan memperlakukan pihak lain dengan rasa
tanggungjawab yang sama. -

- Ketiga, keabsahan suatu kontrak harus
dikaitkan dengan keseimbangan antara hak dan
kewajiban masing-rasing pihak. Perolehan hak
dan pelaksanaan kewajiban secara moral
berkaitan dengan rasa tanggungjawab, cara
bertindak vang dewasa, dan harga diri se-
seorang. Orang yang memiliki rasa tang-
gungjawab yang besar adalah orang yang
mempunyai kebebasan untuk bertindak dan
mengambil keputusan berdasarkan keyakinan,
pandangan, dan persepsinya. Memiliki kebebasan
berarti tindakan dan keputusan seseorand
dilakukan secara sadar dan atas kemauan sendit,

harus ierapakarrerang danatao-badaryang
memiliki rasa tanggungjawab dan kebebasan
untuk mengikatkan diri pada konirak tersebut.
Jika teriadi penvimpanan dari isi kontrak vang
telah disepakati bersama, masing-masing pihak

nggunggawab dan .

_ Lananorang laim
Keempat suatu kontrak memiliki implikasi morai
dan etika, Pelaksanaan suatu kontrak berupa
perolehan hak dan pelaksanaan kewajiban harus
didasarkan pada norma-norma moral dan etika,
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o .seperitl —<esungguhan, ketefbukaaﬁ}”dan-kef :

o _-JUJU;’an

o Keﬁma, suatu Kontrak hanya mempunya: L
: ":'makna jika' ke dua E}etah plhak dengan zttkad baik

'manerapkan isi kontrak tersebut Premts ini
;angat pem:ing untuk mendapat pefhatlan karena
3|E<a salah sa‘tu p:hak tidak menerapkan isi kontrak
tersebdt secara bertanggung;awab dan dengan
bé;‘iandasxan |_t|_k_ad b_aut; hubungan ya_ng serasi
antara kedua belah pihak tidak akan terwujud.
Berdasarkan premis-premis di atas, bahwa
hubungan yang seraéi_ antara ke dua belah pihak
dapat terpelihara, apabila faktor keseimbangan
antara hak dan kewajiban mefupakan hal yang
dijﬂnjuhg tinggi dan bersifat kritikal. Oleh karena
itu, sebagai pihak yang dewasa, bebas,
bertanggungjawab, dan memiliki harga diri,
masing-masing pihak harus berupaya sekuat
tenaga agar kewajibannya dilaksanakan sebaik
mungkin agar memperoleh haknya secara
panpurna -

D, Kontrak dalam Perspekiif
1 ' '

‘Korelasi antara hukum dan ekonomi
demikian erat dan saling mempengaruhi untuk
memenuhi berbagai kebutuhan manusia dalam
pergaulan hidupnya. Perkembangan ekonomi
akan mempengaruhi peta hukumn. Sebaliknya,
perubahan hukum juga akan memberikan

nasional.’ e bl e
Posner menganalism korelam antara-' o

' hukum dan elonomi dengan mengemukakan dua']_ o
teori?, peri“ama teori formal (teori hukum dari

Cicero, Coke, Blackstone, Langdell dan Frank-
furter) dan keglsg, teori ekonomi dengah seluruh.
unsur-normatii maupun muatan positf, seperti
efisiensi dan maksimalisasi harta kekéyaan._“i‘eori
vang terakhir menganggan ieori.formal tidak
memadai untuk menjangkau penegakan hukum.
Untuk mengevaluasi pandangan tersebut
diperlukan pembedaan antara “otonomi®,
“kenetralan®, dan “objekiivitas” sebagai tolok ukur
hukum. Otonomi mengacu pada swasembada
hukum dan memiliki dua aspek. Yang pertama
adalah otonomi hukum terlepas darl pergaulan
hidup. Ide yang mengatakan bahwa hukum
mempunyai logika internal sendiri dan bila hukum
berubah merupakan reaksi terhadap kecepatan
internalnya, dan bukan reaksi ternadap tekanan-
tekanan politik dan ekonomi. Otonomi adalah
kebebasan atau kemandirian pemikiran hukum
dari disiplin-disiplin lainnya, seperti ilmu ekonomi,
Jika otonomi dalam salah satu atau kedua arti
dipandang sebagai bahan formal hukum, maka
analisis elonomi terhadap hukum tidak boieh
dianggap formalistis. Namun, hal itu merupakan
bentuk analisis yang tidak memihak atau netral
daiam arti membuahkan hasil-hasil yang akan
memaksakan kesepakatan di antara pihak-pihak

GampaK Vany 1as tehiadap eRonor, Dereguias
vang dilaksanakan pemerintah pada dasarnya
merupakan produk hukum karena menyangkut
peraturén dan telah terbukii membeiikan dampak
yang luas dalam kehidupan perekonomian

yainy mempunydl fiigkiiidl dan keimndinar-
keinginan vang berbeda. Terlebih, hal itu dapat
saja bersifat obyektif, Obyekiif bukan berarii
adanya pertentangan bagaimana hai-ikhwai
tersebut ada dalam realita, karena tidak
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R untuk taat pada asaS*aSas ya'ng"sam

teon tentang
Slstem konts‘o! scs:al yang d|selenggarakan sesual

. 'ekonoml terhadap hukum maka: hukum akan
dibantu untuk menempatkan suatu kasus pada
posisi yang lebih baik.: Selanjutnya, Posner
menyatakan . bahwa terdapat hal yang pentmg
dalam konstruksi pragmatls dan ekonomls dalam
membentuk doktrin-doktrin hukum. Doktnn-
doktrm hukum dzper!ukan dalam memutus
perkara dengan acuan pragmatis dan ekonomis,
walaupun hal ini tidak dapat-diterapkan secara
murni dengan jiwa dan ‘semangat tersebut.
Hakim tidak diperkenankan untuk ‘mengubah
aturan-aturan dan dokirin-dokirin yang diper-
gunakannya dengan asumsi untuk memperbaiki
rasionalitas substansi dengan membawanya atas
teori mikro ekonomi. \

- Analisis ekonomi telah menjadi suatu
kekuatan penting dalam bidang hukum kontrak
di Amerika Utara dalam 30-40 tahun terakhir .
Terdapat pendekatan analitis yang berbeda
antara aliran hukum dan ekonomi, tetapi

pendekatan hukum kontrak yang palmg

dekatan Chlcaga

Pendekatan Neo-Classical menganalisis
peraturan-peraturan sebagai acuan ferhadap
efisiensi ekonomii. Efisiensi ekonomi mempunyai

L -seorangpun mengetahw secara pastl hal’zkhwal. -_-:ka;tan dengan dlstrlbUSI baraﬂg~barang dan jasa

. tersebut sebenarnya. Hal ini berarti. adanya ' Suatu transa

SRR _'kemampuan untuk: memaksakan adanya ke-f--_;:f.'..-;':'i:
. sepakatan antara semua a gota“kelompok_ —

' "_'.'atau Jasa

Seianjutnya, Posner mengajukan sabuah'-- _'
uile of Jaw” dalam arti sebuah .

-_dengan norma norma., Dikaltkan dengan analisis

pihakwpahak akan memaksimaikan kese;ahteraan

S Efi 51en51 ada!ah suatu format cosf benefz‘ _. _- :

_anaE|51s dl mana kemanfaatan dan transaksu i
' tertentu berbandmg dengan blaya—biaya Eﬁszensa L
~ menurut Kaldor-Hicks akan meningkatkan
keselurtihan aset daiam masyarakat. Patokan -

efasaen5| ekonom: yang blasanya dlgunakan
sebaga: analisis ekonomt terhadap hukum
kontrak, adalah Pareto dan Kaidor—chks”

: Menurut Pareto, suatu transak51 atau-
aturan ‘adalah sah jika membuat keadaan
seseor_a_ng menjadi lebih baik dengan tidak
seorangpun dibuat menjadi lebih buruk,
sedangkan menurut ukuran Kaldor-Hicks, suatu
transaksi atau aturan sah itu adalah efisien jika
memberikan akibat bagi suatu keuntungan sosial,
Maksudnya adalah membuat keadaan seseorang
menjadi lebih baik atau mengganti kerugian daiam
keadaan yang memperburuk. '

‘Analisis ekonomi menempatkan suatu nilai
tinggi atas pertukaran sukarela atau fakultatif.
Pertukaran sukarela menurut Pareto nampaknya
memberikan efisiensi. Pertukaran sukarela atau
fakultatif mengijinkan pihak-pihak untuk
mendapat manfaat dari kontrak yang disepakati-
nva. Di dalam suatu pasar, ada kebﬁbasan untuk

ekonominya melalui tindakan vang beriawanan
untuk mendapat nilai lebih dari pertukaran
tersebut,
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_ Dengan penekanan atas perzukaran

o ._'__sukareia atau fakultatif, faham ‘Neo-Classical
L 'i..'melakukan analisis. ekonoml terhadap hukum_
~ kontrak. Penganut hukum dan ‘ekonomi akan
":"_menenma bahwa hukum Kkontrak ‘memenuhi

-sejurﬂah fungsi pemmg dalam mengatur
pertukaran_suka_refa atau fakultattf.

e E. Hukum%ﬁ@ntﬁakd@lﬁm
: Pamngkaﬁ@an Efisiensi Ek@mma

- Michael Trebilcock, _dalam bukunya "“7he
ilm,{f_.s of Freedorm of) Contractdan The Value and
Limits of Law and Economics in Richardson and
Hadfield (ed), " The Second Wave of Law and
Economics”, mengidentifikasi empat fungsi
hukum . kontrak d_alam meningkatkan efisiensi
ekonomi®: :
(@) Kemanfaatan substansidan, bukan -

periularan bersama. - »
Hukum kontrak berisi kemanfaatan yang akan
diperoleh dari masing-masing pihak. Pihak-pihak
melakukan prestasi yang disepakati bersama.
Prestasi suatu pihak dikehendaki oleh pihak
lainnya sebagai.suatu kemanfaatan. Substansi
kontrak harus dibuat demikian rupa sehingga
pihak-pihak memiliki itikad untuk melaksana-
kannya. Jika satu pihak tidak melaksanakan
kewajiban, maka akan terdapat kompensasi bag
pihak lainnya sesuai dengan persyératan Khusus
vang tercantum dalam kontrak. Pakar hukum dan
elknnomi. me

secara. nyata. menjadikan - pihak-pihak untuk

‘tunduk dan mentaati kontrak.

-{b} Mﬁﬂg%&mﬁgﬁmay’a haay’a %wﬁﬁaksm AN

- Fungsi hukum kontrak berikutnya adalah
mengurangr biaya braya transaksi, Hukum
kontrak mengurangt biaya-biava transaksi dengan
mempersiapkan sejumlah persyaratan untuk
menghindari kelalaian dalam suatu kontrak atau
default, Persyaratan tentang kelalaian adalah
persyaraian vang secara umum diberlakukan
hampir dalam seluruh kontrak, kecuali jika pihak-
pihak telah menyusun persyaratan tertentu untuk
melakukan penghentian ( fermination) atas suatu
kontrak. :

Aturan Kelalaian untuk melindungi pihak-
pihak itu dirtmuskan dalam sebuah rancangan
untuk menghadapi kondisi vang tidak menentu
dalam sebuah kontrak, Dari sudut pendekatan
ekonomi, memenuhi unsur kelalaian terhadap
persyaratan dari hukum kontrak memudahkan
untuk melakukan penegakan atas perilaku
demikian. Hal ini dapat dilakukan dengan dua
cara, pihak-pihak melakukan permufakatan atau
jika tidak memungkinkan, persyaratan lalai harus
ditegakkan agak dapat bertindak secara efisien.

{cj HKesenjangan dalam kontrak yang
tidak sempuina.
Fungsi Ketiga dari hukum kontrak

menyedlakan pes‘!mdungan bagx kedntungan
pinak vang dirugiken dengan memberikan
kemanfaatan. Hal lain yang memiiki nilai bagi
penegakan kontrak berupa reputasi baik, yang

h"”ﬂ?’quunauu argt m,ngau kansutakiausai
dalam mengisi berbagai kesenjangan di dalam
kontrak yang belum sempurna, Suatu kontrak
dapat dibuktikan tidak sempurna di mana pihale
pihak gagal untuk memprediksi hal-hal mem-

116 GLORIA JBRIS, Volume 6, Nomor 2, Mei - Agustus 2006: 108 - 119




o __'ml membebaskan plhak-p;hak ciart kewajlbannya R _
o Jlka i:u;uan yang hendak dlcapal merupakan hai i
SR :_yang mustahd dilakukan atau---berbeda dari apa;_:

g _'yang mereka harapkan

o (ﬂ) ﬁEt&ma&uf Eaaga pambehas&n
N kewa;sban dalam situasi Eestenm
~Fungsi keempat adalah di dalam menye-

'.dlakan alternatif untuk suatu pembebasan__ it

terhadap pelaksanaan kawajlban terutama bila
dikaitkan dengan kegagalan pasar. ‘Hukum
kontrak dirasakan. begitu menakut-nakuti
pertukaran yang tidak efisien dikarenakan

kegagalan pasar. Seperti banyak terjadi, pihak-
bih_ak yang terlibat daiam suatu kontrak dalam . -
melakukan permenuhan kewajiban tidak ber- -
dasarkan kehendak, meiamkan terdapattekanan -

tertentu.

Banyak analisis yang secara terbatas
didasarkan atas - ketentuan ketentuan hukum
semata mata dalam mampertzmbaﬂgkan akibat-
akibat tertentu dalam memecahkan suatu
persefisihan yang telah terjadi antara para pihak
dalam kasus-kasus tertentu. Sebagai pem-
banding, analisis ekonomi mengarahkan
perhatian yang lebih luas dari sekedar peraturan-
peraturan dan lebih mempertimbangkan fungsi
hukum kontrak yang lebih luas dari sekedar
perintah dan menellts seberapa baik aturan itu

menaenubl funesl roasral

S :ef“ saen?’ atau “Bagalmana memberukan solu51 R
" _agar pertlaku dapat bertmdak secara ef‘ men'? . f i -
;'f‘:Inu dakenai sebaga!anallﬂs ekonomlpommf Yang : A
kedua adalah berdasarkan ‘norma; “Dapatkah
_ _'_hukum kontrak dibuat men;ada lebih efi sien?Hal - -
: '_pcs:t;‘f dafam Anahs;s ekonomz dlperiukan, pada _ 
Lo ‘prmsmnya untuk mengeva]uasa meialuz penguyan

: "emplris SRR e S o

. Menurut hemat penuiis, éébﬁah .kdntrak

. tidak hanya ditinjau dari aspek hukum saja, yaitu -
- untuk kepastian hukum, akan tetapi yang lebih

diharapkan adalah pemenuhan kewajiban yang

;- dilakukan oleh para pihak. Pemenuhan kewajiban

membenkan ak:bat—akubat baik secara hukum,
etika maupun ekononomi atas tujuan yang
dikehendaki bersama. Secara hukum, pe-

‘menuhan kewajiban merupakan pelaksanaan
~ prestasi dan kontra prestasi yang disépakati

bersama pada saat penandatanganan kontrak.

-~ Becaraetika, kontrak dibuat harus memper-
t;mbangkan kese;mbangan bagi para pihak dalam
pemenuhan hak dan kewajiban dan, terekhir secara
ekonomi, permenthan kewajiban akan mendptakan
hubungan bisnis berjalan dengan baik dan sesuai
dengan target analisis biaya dan kemanfaatan (cost
and beneff analysis).

Tinjauan dari sudut hukum, etika, dan
ekonomi merupakan tiga hal yang tidak dapat

Analisis prinsip hukum kontrak dalam
kaitan dengan efisiensi ekonomi menonjolkan dua
nertanyaan yang terpisah. Ferfamaadalzh suaty
pertanyaan deskriptif: “Apakah hukum kontrak

ra-daratila adang-pas
J bl Wl b oA b F dwd 1 uuuuug ;.ﬂ...nu

adanya kesesmbangan dari para pihak dan
dengan adanya keseimbangan, secara ekonomi
zkan tercipta tingkat efisiensi yang dikendaki
bersama, &
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o _-_kaxdah kasdah hukum yang bens1 ketentuan ketentuan hukum yang dalam keadaan apapun pada
= --{:_:_kenyataannya tidak dapat dikesampmgkan meta!w perjanjsan individual yang dibuat di antara pihak-""
- pihak. Dengan kata lain, kaidah-kaidah hukum semacam ini dalam keadaan apapun harus ditaatidan
_ _'-:':daya ikatnya bersifat mutlak Contoh Pasai 2 Undang undang Perkawman No. 1 Tahun 1974_"_"-' o

" __menetapkan bahwa “Saatu perkawman adatah sah apab;fa d:iakukan menurut hukum masmg -masing

agamanya dan kepercayaannya stu"
20 Subekti (2),0p.cit.,, halaman. 13, | TR ki :
21 Lihat lebih lanjut. Sondang P Slagian, Etaka Blsmsw}akarta, Pustaka Bmaman Pressmdcr, 1996, halaman
~179-181. S
22 Richard A. Posner, Overcoman Law Cambrzdge Harvard Unlversﬁy Press, 1995, halaman 15-21.
23 Peter Heffey, Op.cit,, halaman 15-16. '
24 Peter Heffey., Loc.cit,
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